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Latar BeLakang
Salah satu perubahan penting dalam amandemen ketiga Undang-Un-
dang Dasar 1945 adalah pembentukan lembaga baru, yaitu Dewan Perwaki-
lan Daerah (DPD), yaitu dalam pasal 22C, 22D dan 22E. Selanjutnya, dalam  
perubahan keempat UUD, posisi DPD ini diatur lebih lanjut sebagai bagian 
dari Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR). Dimana dalam pasal 2 ayat (1) 
dikatakan bahwa MPR terdiri terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan anggota DPD. 
Sesuai dengan pasal 22C anggota DPD dipilih melalui pemilu. Anggota 
DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota DPD tidak lebih 
dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPD sedikitnya         
bersidang sedikitnya bersidang satu kali setahun.1 Keanggotaan DPD untuk per-
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tama kalinya dipilih pada pemilu 2004 yang lalu yaitu berjumlah sebanyak 128 
orang yang berasal dari 32 provinsi (masing-masing provinsi 4 orang).
Ada dua alasan utama lahirnya DPD ini, pertama, kebutuhan untuk meng-
artikulsikan aspirasi masyarakat daerah secara struktural. Adanya badan khusus 
yang merepresentasikan wilayah-wilayah, diharapkan mampu mengakomudasi 
kepentingan masyarakat di daerah melalui institusi formal di tingkat nasional. 
Sedangkan alasan kedua, memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan demo-
kratisasi melalui mekanisme checks and balances antara dua kamar. 2
Pembentukan ini juga senafas dengan semangat otonomi daerah, yaitu 
perlu adanya lembaga negara yang dapat menjembati kepentingan pusat dan 
daerah, serta mengakomudasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang 
lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk 
soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah.3
Posisi DPD dalam kerangka otonomi daerah dapat dilihat dari fungsi 
yang diamanatkan konstusi pada lembaga ini. Pasal 22D Undang-Undang Da-
sar 1945 menegaskan DPD dapat mengajukan dan ikut membahas Rancang-
an Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 
daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelo-
laan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkai-
tan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Selain itu DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas ranca-
ngan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Serta 
DPD bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan berbagai Undang-
Undang tersebut.
Keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat bahwa ke-
pentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat 
dan diperjuangkan di tingkat nasional, serta di lain pihak kebijakan-kebijakan 
nasional senantiasa sesuai dengan kepentingan daerah dan berpihak pada ke-
pentingan rakyat seluruh tanah air.
PermasaLahan 
Keberadaan DPD memiliki posisi penting dalam kerangka otonomi 
daerah. Mengharuskan anggota DPD untuk bisa membangun peran yang lebih 
signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, agar dapat memenuhi tuntu-
tan dan aspirasi masyarakat dan daerah.
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Namun dibalik segudang keinginan untuk memberikan yang terbaik pada 
masyarakat daerah, terdapat beberapa persoalan yang sangat krusial yang diha-
dapi oleh DPD antara lain; Pertama, kewengan DPD yang diamanatkan oleh 
UUD 1945 sangat terbatas sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22C dan 
22D. Kedua, penegasan sistem dua kamar (bikameral) dalam parlemen. Ketiga, 
sistem pemilihan yang memakai Single Non Transevable Vote (SNTP), yang 
menurut penulis kurang relevan terhadap representasi ketewakilan anggota 
DPD di parlemen.
PemBahasan
aMaNdEMEN uud 1945 Pasal 22C daN 22d
Munculnya lembaga baru dalam struktur ketetanegaraan di Indonesia se-
perti DPD merupakan sebuah upaya untuk menjawab harapan dan aspirasi 
masyarakat yang justru semakin dikecewakan oleh kinerja parlemen sebagai 
perpanjangan tangan dari partai politik. Keberadaan DPD merupakan wakil 
kewilayahan non-partai yang independen, sehingga mereka dapat langsung 
berinteraksi dengan konstituennya di daerah tanpa adanya intervensi dari pihak 
manapun termasuk partai politik.
Memang dalam hal kewenangan sejak lembaga ini lahir telah dipersempit 
dan terkesan memasung ruang geraknya diparlemen sebagaimana yang terlihat 
dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945. Tetapi hal tersebut akan berubah ketika 
pasal-pasal tersebut dapat di amandemen dengan mengubah kata-kata ”ikut 
membahas” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah menjadi ”dapat me­
nyetujui atau menolak” RUU tersebut.
Memang usulan amandemen tidaklah mudah, dalam pasal 37 UUD me-
nyebutkan bahwa usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR 
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. 
Setiap usulan perubahan pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukan 
dengan jelas bagian mana yang diusulkan dan diubah beserta alasannya. Untuk 
mengubah UUD, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya dua per 
tiga dari jumlah anggota MPR. Sementera keputusan untuk mengubah UUD 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota 
dari keseluruhan anggota MPR. 4
Persoalan kemudian adalah terkendala pada keanggotan DPD yang hanya 
berjumlah 128 orang dari 678 anggota MPR. Jumlah tersebut belum cukup un-
tuk meloloskan usulan amandemen UUD 1945. sehingga Secara logika DPD 
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harus menarik beberapa orang anggota DPR untuk bisa menggolkan usulan 
amandemen tersebut. 
Upaya yang dapat dilakukan oleh DPD dalam upaya mengamendemen 
UUD tersebut adalah dengan melakukan lobby politik kepada anggota DPR, 
yaitu dengan berusah mengumpulkan tandatangan sejumlah anggota DPR, 
walaupun tandatangan yang di dapat sudah melebihi sepertiga jumlah anggota 
MPR, tetapi kata akhir berada di tangan fraksi-fraksi. Karena yang berkuasa 
adalah fraksi, walaupun secara pribadi mereka mengingkan untuk melakukan 
amandemen, tetapi keputusan tetap berada pada rapat fraksi, sehingga akan 
terasa sulit ketika kepentingan partai bermain. Kondisi ini bisa kita lihat ketika 
Fraksi Demokrat tiba-tiba menarik dukungan 23 anggota fraksinya rencana 
amandemen tersebut, sementara Fraksi kuat lainnya seperti PDIP sudah dari 
awal terang-terangan menolak.5
Sehingga kondisi ini akan terasa sia-sia karena DPD kalah dalam jumlah 
orang. Untuk itu penulis beranggapan bahwa jumlah anggota DPD harus ditam-
bah, minimal lebih sepertiga dari jumlah anggota MPR. Dengan asusmsi bahwa 
DPD akan dapat menyeimbangi kekuatan DPR di parlemen, sehingga kewe-
nangan di parlemen terdistribusi kepada DPD dan DPR. Dimana selama ini 
DPR dinilai sebagai the killing field, karena memiliki otoritas yang besar dalam 
mengusulkan, membahas dan menolak sebuah RUU.
Untuk menambah anggota perlu mengubah pasal 22C UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa ”...jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga 
jumlah anggota DPR”, harus diubah menjadi ”...jumlah seluruh anggota DPD 
sepertiga jumlah anggota MPR”. Setelah pasal ini di amandemen kemudian jumlah 
anggota DPD per provinsi juga harus di ubah dengan mempertimbangkan jum-
lah penduduk pada masing-masing provinsi. Logika ini dipakai karena empat 
orang yang mewakili Sumatera Barat yang hanya berpenduduk 3 juta jiwa tidak 
sebanding dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa, seperti Jakarta, Jabar dan 
lain-lain yang memiliki penduduk diatas 20 juta jiwa.
Untuk itu masing-masing provinsi mendapat jatah sesuai dengan bila-
ngan pembagi jumlah penduduk, sehingga total dari jumlah anggota DPD 
berjumlah sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kalupun nanti beberapa dae-
rah memekarkan diri menjadi provinsi, berarti jumlah anggota DPD juga 
bertambah sesuai dengan jumlah provinsi yang ada.
Dengan kekuatan sepertiga jumlah di MPR. maka DPD tidak perlu repot-
repot meminta persetujuan DPR untuk mengajukan amandeman terhadap 
Hardi Putra Wirman
Al-Hurriyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009
UUD 1945. Dan otoritas dalam membangun dearah akan dapat terlaksana ka-
rena mereka bukan mancan ompong lagi melainkan macan bertaji¸ yang dapat 
memangkas kesombongan anggota DPR.
Sehingga keinginan agar terjadinya keseimbangan wewenang antara DPR 
dan DPD dapat berjalan dan sekaligus dapat memperkuat sistem bikameral 
yang kita anut, sehingga mekanisme checks and balances dapat tercipta antara 
dua kamar tersebut.
No UUD 1945 Perihal Ide Perubahan
1 Pasal 22C ayat (2)
Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah dari setiap provinsi 
jumlahnya sama dan jum-
lah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Daerah tidak 
lebih dari sepertiga jumlah 
Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat
(1)  Anggota DPD dari tiap 
provinsi berbeda sesuai 
dengan bilangan pem-
bagi jumlah penduduk 
yang telah disepakati.
(2)  Jumlah Anggota DPD 
harus sebanding dengan 
jumlah Anggota DPR
2 Pasal 22D ayat (2)
Dewan Perwakilan Daerah 
ikut membahas rancangan 
undang-undang yang berkai-
tan dengan otonomi daerah; 
hubungan pusat dan dae-
rah; pembentukan pemek-
aran.......
DPD tidak hanya sekedar 
ikut membahas melaikan 
ikut menyetujui dan meno­
lak RUU tersebut. Disini ada 
kekuatan DPD dalam hal 
persetujuan terhadap sebuah 
RUU.
Tabel 1. 
Ide Perubahan terhadap UUD 1945 Pasal 22C dan Pasal 22D
sIstEM dua KaMar dalaM ParlEMEN
Sistem Dua kamar merupakan praktik pemerintahan yang menggunakan 
dua kamar legislatif atau parlemen. Parlemen dua kamar (bikameral) adalah par-
lemen atau lembaga legistlatif yang terdiri atas dua kamar6. Di Britania Raya 
sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House 
of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons). Di Amerika Serikat sistem 
ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan.
Bentuk pemerintahan dua kamar ini juga dianut oleh Indonesia dengan 
kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga dalam tubuh Majelis 
Permusyaratan Rakyat (MPR) terdiri dari DPR dan DPD. Munculnya lembaga 
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ini karena dalam dalam konstitusi melalui amandemen ketiga Undang-Undang 
Dasar 1945 dengan lahirnya pasal 22C, 22D dan 22E. UUD 1945 juga meru-
pakan suatu kesepakatan idealis bersama yang dicapai antara pemerintah dan 
rakyat Indonesia.
Hadirnya DPD semakin memperkuat sistem dua kamar yaitu bikameral, 
lembaga ini sebagai representatif dari keragaman di daerah. DPD dapat diper-
samakan dengan Senat dalam Kongres di negara Amerika Serikat yang me-
nganut sistem parlemen bikameral murni. Dua kursi anggota diwakili dari 
negara bagian untuk menjadi Senator dan mempunyai kedudukan yang setara 
dengan DPR. DPR seperti House of Representatives, adalah representatif rakyat 
sesuai dengan jumlah populasi.7
Munculnya usulan agar DPD untuk menyempurnakan kedudukannya 
dalam UUD 1945, khususnya Pasal 22D. Tujuannya agar DPD setara dengan 
DPR. Dengan perubahan ini, Indonesia akan menganut sistem bikameral mur-
ni. Sistem ini akan membuat DPD mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, 
dan bujeter, serta menuai penguatan terhadap pengawasan antarlembaga (checks 
and balances).
Referensi sistem bikameral murni yang diusulkan oleh DPD sendiri cende-
rung merujuk pada negara Amerika Serikat. Meskipun ada kesamaan Indonesia 
dengan Amerika Serikat, yaitu sama-sama merupakan negara demokrasi dengan 
sistem presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat, namun pada satu sisi se-
baiknya dilakukan kajian secara komprehensif sebelum pengadopsian sistem 
perwakilan negara lain ke Indonesia.8 Karena pengadopsian sistem bikameral 
ini pada kenyataanya masih belum dapat bekerja dengan maksimal karena 
masih banyak persoalan yang dihadapi oleh lembaga baru tersebut. Hal ini 
mungkin akan berekses besar di masa datang karena tidak ada penelaahan dan 
pemahaman mengenai konsep bikameral murni itu sendiri yang dicocokkan 
dengan sistem kesatuan dan kultur masyarakat Indonesia. Mungkin perlunya 
sebuah evaluasi, kajian, dan pemahaman yang matang oleh para pelaksana 
mengenai bikameral murni.
Namun disisi yang lain penegasan dua kamar dalam parlemen sebenarnya 
dapat memperjelas posisi daerah dalam struktur ketatanegaraan. Dinamika 
demokrasi di daerah menghendaki institusi yang mampu secara jelas dan 
representatif menjadi media penyalur aspirasi masyarakat dan daerah dalam 
pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Demokrasi yang dibangun dalam 
proses desentralisasi menghendaki peran Dewan Perwakilan Daerah yang lebih 
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substantif, tidak sekedar bersifat aksesoris demokrasi tetapi memiliki fungsi 
yang nyata dalam sistem ketatanegaraan.
rEforMasI sIstEM PEMIlIhaN aNGGota dPd
Tidak hanya dua persoalan diatas yang di hadapi oleh DPD seperti ma-
salah kewenangan dan bentuk sistem bikameral yang belum jelas arahnya, 
namun menurut penulis cara pemilihan DPD kurang begitu pas diterapkan 
karena memakai Single Non Transevable Vote (SNTP). Dalam sistem ini seti-
ap pemilih memiliki satu suara, tetapi ada lebih dari satu kursi yang harus di-
isi dalam setiap daerah pemilihan, para kontestan yang mendapatkan jumlah 
suara tertinggi akan mengisi posisi tersebut.9
Misalnya dari empat kursi yang disediakan untuk anggota DPD pada ma-
sing-masing provinsi, pemilih hanya berhak memilih salah satu dari beberapa 
calon. Jumlah suara akan di urutkan satu sampai empat. Berarti seorang calon 
memerlukan sedikit diatas 20 persen agar dapat memperoleh satu kursi.
Dalam hal ini pemilih tidak harus mengetahui latar belakang semua calon, 
mereka hanya akan mencoblos nama yang mereka kenal atau familiar ditelinga 
mereka, kondisi ini hanya menguntungkan nama-nama yang sudah populer 
dan juga memiliki basis masa organisasi tertentu.
Sebagai contoh adalah pencalonan Irman Gusman dari Sumatera Barat 
yang berasal dari Muhammadiyah. Berdasarkan Keputusan Sidang Pleno 
 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bersama Ketua-Ketua Pimpinan Wilayah Mu-
hammadiyah Tentang Kebijakan Muhammadiyah Menghadapi Pemilu 2004, 
bahwa warga Muhammadiyah harus Memilih satu calon anggota Dewan Per-
wakilan Daerah (DPD) dari kader Muhammadiyah yang direkomendasikan 
dan mewaliki aspirasi mayoritas Persyarikatan di setiap Wilayah/Propinsi10. 
Berdasarkan hal tersebut Muhammadiyah Sumatera Barat ikut mencalonkan 
salah seorang kadernya sebagai calon anggota DPD mewakili masyarakat Su-
matera Barat Pencalonan Irman Gusman sebagai anggota DPD dari Suma-
tera Barat.
Sehingga Irman Gusman tidak perlu susah payah untuk melakukan so-
sialisasi, karena mulai dari Pimpinan Wilayah sampai ranting-ranting di Su-
matera Barat, telah memegang komitmen untuk mendudukkan wakil mereka 
di DPD. Sehingga tanpa menunggu hasil dari pemilu DPD pun Irman Gus-
man sudah mendapat satu kursi karena Muhammadiyah merupakan organisa-
si terbesar di Sumatera Barat. Konsekwensinya adalah tidak semua orang yang 
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kenal dengan Irman Gusman karena memang sebelum menjadi anggota DPD 
dia tidak pernah tampil baik di media nasional maupun lokal, sehingga tidak 
ada tulisan-tulisan tentang daerah yang mengingatkan orang pada Irman Gus-
man, yang orang tahu hanyalah dia wakil dari Muhammadiyah. Padahal ma-
sih banyak calon-calon yang dikenal dan mempunyai komitmen yang tinggi 
dalam membangun Sumatera Barat. 
Artinya bahwa ketika hanya ada satu pilihan untuk memilih DPD, terke-
san tidak ada kesempatan lain untuk memilih calon berikutnya, padahal yang 
dibutuhkan adalah empat orang. Ketika pemilih adalah warga Muhammadi-
yah, secara emosional dia akan memilih kader Muhammadiyah, tanpa dia harus 
mempertimbangkan calon lain yang secara kasat mata lebih kompeten secara 
intelektual. Sehingga nama Muchtar Naim tidak akan pernah muncul dibenak 
warga Muhammadiyah, yang ada hanya nama Irman Gusman.
Dalam mencermati hal ini penulis beranggapan bahwa sistem SNTV ku-
rang cocok untuk memilih anggota DPD. Alternatif lain yang coba penulis 
tawarkan adalah dengan sistem memberi ranking pada semua anggota calon 
DPD yang akan dipilih11. Bentuknya adalah Alternative Vote (AV) dimana para 
pemilih dapat mengurutkan nama calon anggota DPD sesuai dengan pilihan 
mereka, untuk memberi angka ”1” untuk calon yang disukai, angka ”2” un-
tuk yang dibawahnya, ”3” yang lebih rendah lagi, dan seterusnya.12 
Sitem Pemilu DPD Sekarang Upaya Perbaikan Sistem Pemilu DPD
Sistem yang dipakai adalah Single 
Non Transevable Vote (SNTP). Da-
lam sistem ini setiap pemilih me-
miliki satu suara, tetapi ada lebih 
dari satu kursi yang harus diisi 
dalam setiap daerah pemilihan, pa-
ra kontestan yang mendapatkan 
jumlah suara tertinggi akan men-
gisi posisi tersebut.
(1) Memakai sistem Alternative Vote 
(AV). dimana para pemilih dapat    
mengurutkan nama calon anggota 
DPD sesuai dengan pilihan mereka, 
untuk memberi angka ”1” untuk ca-
lon yang disukai, angka ”2” untuk 
yang dibawahnya, ”3” yang lebih 
rendah lagi, dan seterusnya.
(2) Pemilihan Anggota DPD hanya da-
lam satu putaran.
Tabel 2. 
Ide Perubahan Terhadap Sistem Pemilu DPD
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Sistem tersebut memungkinkan para pemilih mengurutkan anggota 
DPD yang mereka sukai, sehingga pemilih dapat mengenal masing-masing 
calon dengan melihat latar belakang mereka, sejauh mana mereka mempunyai 
komitmen yang tinggi membangun daerah. Kelebihan lain adalah calon-ca-
lon lain memperoleh kesempatan yang sama untuk memperebutkan kursi ter-
sebut.
Tetapi sistem ini menurut penulis tidak sepenuhnya menganut sistem AV 
karena tidak dilakukan dalam dua putaran. Pemilihan hanya dilakukan dalam 
satu putaran dengan mengurutkan mulai dari suara terbanyak sampai terendah 
kemudian diambil empat teratas. Artinya batas minimal untuk lolos menjadi 
anggota DPD tidak ada, tetapi berdasarkan empat urutan teratas.
Logika ini dapat dilihat, dari empat juta pemilih di Sumatera Barat yang 
akan memilih 12 calon anggota DPD. Satu kursi akan bernilai satu juta suara, 
dan persentase akan dapat dibuat menjadi lebih dari 15%. Karena empat juta di-
bagi 12 calon adalah sekitar 300.000 pemilih, yang artinya pemenang pertama 
akan mendapat suara lebih dari 15%.
Jadi logika sederhananya bahwa persentase untuk urutan pertama akan 
berbeda disetiap daerah, kondisi ini disebabkan oleh jumlah penduduk dan 
calon DPD yang ikut disetiap daerah. Kalau kententuan Undang-Undang me-
nyatakan bahwa masing-masing daerah hanya bisa di ikuti oleh sekitar 12 kon-
testan maka minimal 15% suara akan menjadi masuk akal. Kondisi ini akan 
berbeda ketika kontestan lebih dari 20 orang, persentasenya akan turun lagi 
yaitu berada dibawah 15%.
Maka menurut hemat penulis tidak perlu ada batas persentase bagi sese-
orang yang lolos menjadi anggota DPD, yang ada hanya nomor urut suara. 
 Namun ini dapat berbeda ketika calon dibatasi, dengan demikian persentase 
(batas suara) dapat dibuat, namun menurut penulis hasilnya juga akan sama. 
kesimPuLan
Ada perubahan yang sangat mencolok ketika terjadi amandemen ketiga 
dalam UUD 1945, dimana UUD ini mengamatkan adanya lembaga baru ya-
itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kewengananya diatur dalam pasal 
22C, 22D dan 22E. Walaupun kita telah menganut sistem bikameral namun 
kehadiran lembaga baru ini tidak serta merta menjadikannya sebagai sebuah 
lembaga yang punya kewenangan yang seimbang dengan lembaga penda-
hulunya yaitu DPR. 
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Persoalan tersebut sedang bergulir adalah menanti amandemen terhadap 
pasal 22D yang menginkan adanya perubahan kalimat ”ikut membahas” 
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah menjadi ”dapat menyetujui atau 
menolak” RUU tersebut. Selain itu penulis juga menginginkan agar adanya 
penambahan anggota bagi DPD dengan mengamandemen pasal 22C UUD 
1945 yang menyatakan bahwa ”...jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih 
dari sepertiga jumlah anggota DPR”, harus diubah menjadi ”...jumlah seluruh 
anggota DPD sepertiga jumlah anggota MPR”. Persoalan lain adalah mengenai 
sistem bikameral yang kita anut serta cara pemilihan angggota DPD yang yang 
harus dirubah dari SNTV menjadi Sistem Rangking atau lebih dekat dengan 
Alternative Vote (AV). Walaupun penulis juga menyadari bahwa persoalan DPD 
tidak sesederhana tersebut karena banyak mekanisme yang harus dilalui. [ ]
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